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ABSTRAK

Qawa ‘id fighiyyah merupakan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat universal dan menjadi
pedoman dalam memahami serta menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan cabang
(furti’). Keberadaan qawa‘id fighiyyah memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi,
fleksibilitas, dan relevansi hukum Islam di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep qawa‘id fighiyyah, meliputi
pengertian, urgensi mempelajarinya, ruang lingkup penerapannya, periode pembentukan dan
perkembangannya, serta relevansinya dalam konteks hukum Islam kontemporer. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi kepustakaan
(library research), dengan menganalisis karya-karya klasik dan kontemporer para ulama ushul
dan figh. Hasil kajian menunjukkan bahwa qawa ‘id fighiyyah tidak hanya berfungsi sebagai alat
sistematisasi hukum Islam, tetapi juga sebagai instrumen ijtihad yang adaptif dalam menjawab
problematika hukum modern, seperti isu sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Dengan
demikian, penguasaan qawa‘id fighiyyah menjadi kebutuhan fundamental bagi pengembangan
hukum Islam yang berkeadilan, maslahat, dan kontekstual.

Kata kunci: Qawa‘id Fighiyyah, Hukum Islam, Ijtihad, Maslahat, Hukum Kontemporer

ABSTRACT

Qawa ‘id fighiyyah are universal principles of Islamic law that serve as guidelines for understanding and
establishing laws regarding various sub-issues (furi ‘). The existence of gawa ‘id fighiyyah plays a strategic
role in maintaining the consistency, flexibility, and relevance of Islamic law amidst ever-evolving social
dynamics. This article aims to comprehensively examine the concept of qawa ‘id fighiyyah, encompassing
its definition, the urgency of studying it, the scope of its application, the period of its formation and
development, and its relevance in the context of contemporary Islamic law. This research uses a qualitative
method with a normative-juridical approach through library research, analyzing classical and
contemporary works by scholars of ushul and figh. The results of the study indicate that gawa ‘id fighiyyah
functions not only as a tool for systematizing Islamic law but also as an adaptive instrument of ijtihad in
addressing modern legal problems, such as social, economic, and public policy issues. Thus, mastery of
Islamic jurisprudence (qawa ‘id figh) is a fundamental requirement for the development of Islamic law that
is just, beneficial, and contextual.

Keywords: Islamic Jurisprudence (Qawa ‘id Figh), Islamic Law, Ijtihad, Benefit, Contemporary Law
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PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki karakter dinamis yang memungkinkan ajarannya tetap
relevan dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia yang terus
berkembang. Dinamika tersebut tidak hanya bersumber dari teks-teks normatif Al-
Qur’an dan Sunnah, tetapi juga dari perangkat metodologis yang dikembangkan oleh
para ulama dalam memahami dan menerapkan hukum. (Chyntia et al., 2025) Salah satu
perangkat metodologis penting dalam khazanah hukum Islam adalah qawa ‘id fighiyyah,
yaitu kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum dan mencakup berbagai permasalahan
cabang (furt’ al-figh). Keberadaan qawa‘id fighiyyah mencerminkan upaya sistematis
para fugaha” dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan secara
luas dan berkelanjutan. Qawa‘id fighiyyah berfungsi sebagai jembatan antara prinsip-
prinsip normatif dan realitas praktis dalam penerapan hukum Islam. Melalui kaidah-
kaidah ini, berbagai persoalan hukum yang kompleks dapat dianalisis secara lebih
sederhana, konsisten, dan rasional. Oleh karena itu, qawa‘id fighiyyah memiliki urgensi
yang tinggi untuk dipelajari, tidak hanya oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum
Islam, tetapi juga oleh siapa pun yang berkepentingan dalam pengembangan ijtihad dan
penetapan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam lintasan sejarah, qawa‘id fighiyyah tidak terbentuk secara instan,
melainkan melalui proses panjang yang sejalan dengan perkembangan figh itu sendiri.
Sejak masa pembentukan mazhab hingga periode kodifikasi karya-karya figh klasik,
kaidah-kaidah hukum ini mengalami perkembangan konseptual dan sistematisasi yang
signifikan. Perkembangan tersebut terus berlanjut hingga era kontemporer, di mana
gawa‘id fighiyyah semakin dibutuhkan untuk merespons persoalan-persoalan baru
yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber hukum primer, seperti isu sosial,
ekonomi, dan kebijakan publik modern. (Ikhsan & Meiriyanti, 2024) Berdasarkan latar
belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif qawa ‘id
fighiyyah, meliputi pengertian, urgensi mempelajarinya, ruang lingkup penerapannya,
periode pembentukan dan perkembangannya, serta relevansinya dalam konteks hukum
Islam kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik
dalam memperkaya pemahaman tentang qawa‘id fighiyyah sekaligus menegaskan
perannya sebagai fondasi penting dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual,
adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-
yuridis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji qawa‘id fighiyyah sebagai konsep
hukum Islam melalui analisis terhadap norma, kaidah, dan pemikiran para ulama yang
termuat dalam sumber-sumber hukum Islam. Fokus penelitian diarahkan pada kajian
konseptual dan historis mengenai pengertian, urgensi mempelajari qawa‘id fighiyyah,
ruang lingkup penerapannya, periode pembentukan dan perkembangannya, serta
relevansinya dalam konteks hukum Islam kontemporer. (Efendi & Rijadi, 2022)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library
research). Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi
karya-karya klasik dan kontemporer dalam bidang figh dan ushul figh, seperti kitab-
kitab yang membahas qawa ‘id fighiyyah, kaidah ushuliyyah, serta literatur figh mazhab.
Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik
yang relevan dengan tema penelitian.
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Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan
menelaah, mengklasifikasi, dan mencatat data yang berkaitan dengan qawa ‘id fighiyyah.
Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis,
yaitu dengan mendeskripsikan konsep dan perkembangan qawa‘id fighiyyah secara
sistematis, kemudian menganalisis makna, fungsi, dan implikasinya dalam penetapan
hukum Islam, khususnya dalam konteks kontemporer. (Malli, 2017)

Untuk memperkuat validitas analisis, penelitian ini juga menggunakan
pendekatan historis dan konseptual. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri
periode pembentukan dan perkembangan qawa‘id fighiyyah dari masa klasik hingga
modern, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konstruksi
teoritis dan relevansi aplikatif qawa ‘id fighiyyah dalam menjawab problematika hukum
Islam masa kini. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran
komprehensif mengenai posisi dan peran strategis qawa‘id fighiyyah dalam
pengembangan hukum Islam yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Qawa‘id Fighiyyah dan Urgensi Mempelajarinya
1. Pengertian Qawa‘id Fighiyyah

Secara etimologis, istilah qawa‘id fighiyyah (4l ») &) tersusun dari dua kata,
yaitu qawa‘id (!5 dan fighiyyah (4%%). Untuk memperoleh pemahaman yang utuh
mengenai konsep ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu makna masing-masing istilah
tersebut. Kata qawa‘'id merupakan bentuk jamak dari ga‘idah, yang berasal dari akar
kata ga‘ada () yang bermakna dasar, fondasi, atau sesuatu yang menjadi tumpuan.
Makna ini sejalan dengan penggunaannya dalam Al-Qur’an, antara lain pada Surah al-
Baqarah [2]: 127, yang menggambarkan qawa ‘id sebagai dasar bangunan. Dalam konteks
hukum Islam, gawa‘id merujuk pada prinsip-prinsip dasar atau aturan umum yang
menjadi landasan dalam memahami dan menetapkan hukum.

Adapun istilah fighiyyah berasal dari kata figh («&ll), yang secara bahasa berarti
pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Dalam terminologi hukum Islam, figh
dimaknai sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syar’i yang bersifat praktis
(‘famali), yang digali dan disimpulkan dari dalil-dalil terperinci. Definisi ini sejalan
dengan rumusan para fuqaha, di antaranya Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan
bahwa figh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah praktis yang dihasilkan melalui
proses istinbat dari dalil-dalil rinci. Imam Abu Hanifah juga mendefinisikan figh sebagai
pengetahuan tentang hukum-hukum syar‘i yang bersumber dari dalil-dalil terperinci.
Imam al-Syafi'i, meskipun tidak memberikan definisi figh secara eksplisit dalam al-
Risalah, menegaskan bahwa figh merupakan hasil ijtihad dan istinbat dalam memahami
kehendak hukum Allah. Hal ini dipertegas oleh Imam al-Ghazali yang menyatakan
bahwa figh adalah ilmu tentang hukum-hukum syar‘i yang bersifat praktis. Dengan
demikian, meskipun redaksi definisi para ulama berbeda-beda, esensinya tetap sama,
yaitu figh merupakan ilmu yang membahas hukum syariah amali yang digali dari dalil-
dalil terperinci dengan metode ilmiah dan ijtihadi.

Berdasarkan pengertian tersebut, qawa‘id fighiyyah secara terminologis
didefinisikan secara beragam oleh para ulama. Muhammad Abu Zahrah
mendefinisikannya sebagai kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada
satu giyas yang menghimpunnya. Al-Jurjani mendefinisikan qawa‘id fighiyyah sebagai
ketentuan hukum yang bersifat universal (kulli) dan mencakup seluruh bagian-
bagiannya. Senada dengan itu, Jalaluddin al-Suyuthi menyatakan bahwa qawa‘id
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tighiyyah adalah hukum yang bersifat umum dan berlaku pada bagian-bagiannya. Ibn
Abidin menegaskan bahwa kaidah fighiyyah adalah kaidah yang mengandung hukum
syar’i yang berlaku secara menyeluruh terhadap berbagai bentuk kasus yang berada
dalam cakupannya. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa qawa ‘id
fighiyyah merupakan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum, komprehensif, dan
aplikatif, yang dapat diterapkan pada berbagai persoalan cabang (juz’iyyat). Qawa ‘id
fighiyyah berfungsi sebagai fondasi konseptual dalam memahami dan menerapkan
hukum Islam secara sistematis, konsisten, dan holistik.

Dalam khazanah hukum Islam, dikenal pula istilah qawa ‘id ustliyyah. Perbedaan
mendasar antara keduanya terletak pada fokus dan fungsinya. Qawa‘id fighiyyah
berorientasi pada penerapan praktis hukum dalam kasus-kasus konkret, sedangkan
gqawa‘id ustaliyyah berfokus pada metodologi dan prinsip dasar dalam menggali hukum
dari sumber-sumbernya. Keduanya saling melengkapi dan menjadi pilar penting dalam
pengembangan hukum Islam.

2. Urgensi Mempelajari Qawa‘id Fighiyyah

Mempelajari qawa‘id fighiyyah memiliki urgensi yang sangat besar dalam
pengembangan dan penerapan hukum Islam. Qawa‘id fighiyyah berperan sebagai
instrumen metodologis yang menyederhanakan pemahaman terhadap kerumitan
persoalan figh serta memperkuat konsistensi penetapan hukum. Melalui kaidah-kaidah
ini, seorang faqih dapat memahami prinsip umum yang melandasi berbagai persoalan
hukum cabang. Urgensi tersebut antara lain tercermin dalam kemampuannya
memperkuat pemahaman terhadap hukum syariah secara komprehensif. Qawa'id
fighiyyah membantu menghubungkan berbagai hukum furu’ dalam satu kerangka yang
utuh, sehingga menghindarkan kontradiksi dan kekeliruan dalam penerapan hukum.
Selain itu, gawa‘id fighiyyah juga mempermudah proses ijtihad, karena seorang
mujtahid tidak perlu menelusuri seluruh dalil secara terpisah untuk setiap persoalan
baru, melainkan dapat merujuk pada kaidah umum yang relevan.

Lebih jauh, qawa‘id fighiyyah memiliki peran strategis dalam pembaruan dan
adaptasi hukum Islam. Kaidah-kaidah seperti al-masyaqqah tajlib al-taysir (kesulitan
mendatangkan kemudahan) dan al-darar yuzal (bahaya harus dihilangkan)
memungkinkan hukum Islam tetap responsif terhadap tantangan zaman tanpa
kehilangan esensi syariahnya. Dengan demikian, gawa‘id fighiyyah menjadi jembatan
antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berubah. Selain itu, qawa ‘id fighiyyah
juga berfungsi menjaga keselarasan hukum Islam dengan maqasid al-syari‘ah, yaitu
perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap penerapan
hukum yang berlandaskan kaidah fighiyyah pada hakikatnya diarahkan untuk
mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi umat.

3. Ruang Lingkup Qawa‘id Fighiyyah

Ruang lingkup qawa‘id fighiyyah mencakup berbagai aspek penting dalam
hukum Islam. Pertama, gawa ‘id fighiyyah berfungsi sebagai prinsip umum yang berlaku
dalam berbagai bidang hukum, baik ibadah maupun mu‘amalah. Kedua, kaidah-kaidah
ini berperan sebagai alat pemecahan masalah hukum yang muncul dalam kehidupan
masyarakat, sehingga memungkinkan ulama memberikan fatwa yang relevan dan
kontekstual. Ketiga, qawa‘id fighiyyah berkaitan erat dengan penggunaan giyas dan
metode analogi dalam merespons persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara
eksplisit dalam nash. Dengan ruang lingkup yang luas dan fleksibel, qawa ‘id fighiyyah
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menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi, konsistensi, dan keadilan hukum
Islam di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Sejarah Perkembangan Qawa‘id Fighiyyah
1. Periode Kemunculan dan Pembentukan

Periode kemunculan qawa‘'id fighiyyah dimulai sejak diutusnya Nabi
Muhammad SAW hingga sekitar abad ke-4 Hijriah. Pada fase awal ini, kaidah-kaidah
tighiyyah belum tersusun secara sistematis sebagai disiplin ilmu tersendiri, namun
benih-benihnya telah tertanam kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip
umum seperti tidak memberatkan (‘adam al-haraj), penyederhanaan beban hukum
(taqlil al-takalif), penetapan hukum secara bertahap (al-tadrij fi al-tasyri’), serta
keselarasan hukum dengan kemaslahatan manusia (musayarah bi masalih al-nas)
merupakan fondasi normatif yang menjadi cikal bakal qawa‘id fighiyyah.

Pada masa sahabat, prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara langsung dalam
praktik fatwa dan keputusan hukum. Para sahabat merespons persoalan hukum
berdasarkan pemahaman mendalam terhadap nash dan realitas sosial, sehingga kaidah-
kaidah fighiyyah berfungsi secara praktis meskipun belum diformulasikan secara
teoretis. Memasuki masa tabi‘in dan tabi’ al-tabi‘in, kebutuhan akan sistematisasi hukum
Islam semakin meningkat seiring meluasnya wilayah Islam dan kompleksitas persoalan
masyarakat. Pada fase ini, prinsip-prinsip umum hukum mulai dirumuskan sebagai alat
bantu ijtihad.

Abad ke-2 dan ke-3 Hijriah menjadi fase penting dalam pembentukan qawa ‘id
fighiyyah. Para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik ibn Anas, al-Syafii, dan
Ahmad ibn Hanbal telah menggunakan kaidah-kaidah hukum dalam praktik figh
mereka, meskipun belum disusun dalam kitab khusus. Redaksi-redaksi yang
menyerupai kaidah figh banyak ditemukan dalam karya-karya mereka, seperti al-
Mudawwanah, al-Umm, dan al-Kharaj. Hal ini menunjukkan bahwa qawa ‘id fighiyyah
terbentuk secara gradual dan organik, seiring perkembangan figh itu sendiri, bukan
melalui kodifikasi sekaligus seperti peraturan perundang-undangan modern.

2. Fase Pembukuan dan Perkembangan Mazhab

Fase pembukuan qawa‘id fighiyyah dimulai sejak akhir abad ke-3 Hijriah dan
berkembang pada abad-abad berikutnya. Pada periode ini, para ulama mulai menyusun
dan mengodifikasikan kaidah-kaidah fighiyyah dalam bentuk karya tulis yang
sistematis.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab yang paling awal mengembangkan
qawa‘id fighiyyah secara sistematis. Abu Tahir ad-Dibasi al-Hanafi mengumpulkan
sekitar 17 kaidah fighiyyah yang kemudian dicatat dan disebarluaskan oleh Abu Sa‘id
al-Harawi. Kaidah-kaidah ini menjadi cikal bakal kaidah asasiyah yang dikenal luas
hingga saat ini. Selanjutnya, Abu al-Hasan al-Karkhi menyempurnakan dan menambah
jumlah kaidah menjadi sekitar 37 kaidah. Kontribusi besar juga datang dari Abu Yusuf
dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani melalui karya-karya mereka yang memuat
prinsip-prinsip hukum umum, meskipun tidak secara eksplisit ditulis sebagai kitab
qawa'id fighiyyah. Puncaknya, Abu Zaid al-Dabusi melalui Ta’sis al-Nazar dan Ibn
Nujaym melalui al-Ashbah wa al-Naza'ir berhasil mengkodifikasikan qawa‘id fighiyyah
secara matang dan aplikatif dalam mazhab Hanafi.
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b. Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki, prinsip-prinsip qawa id fighiyyah tercermin sejak karya
Imam Malik al-Muwatta’, yang memuat hadis dan praktik penduduk Madinah sebagai
dasar hukum. Perkembangan signifikan terlihat pada karya Syihab al-Din al-Qarafi
melalui Anwar al-Burtq fi Anwa“ al-Furiiq, yang memuat ratusan kaidah fighiyyah, serta
Ahmad ibn Yahya al-Wansyarisi dengan Idah al-Masalik ila Qawa ‘id al-Imam Malik.

c. Mazhab Syafi‘i

Mazhab Syafii dikenal sangat kaya dalam literatur qawa ‘id fighiyyah. Imam al-
‘I1zz ibn ‘Abd al-Salam melalui Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam menekankan
hubungan kaidah figh dengan kemaslahatan. Tradisi ini dilanjutkan oleh Taj al-Din al-
Subki dan Jalaluddin al-Suyuthi melalui karya monumental al-Ashbah wa al-Naza'ir,
yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam kajian qawa ‘id fighiyyah.

3. Perkembangan Modern dan Kontemporer

Memasuki era modern (abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20), qawa'id
tighiyyah mulai digunakan secara luas dalam proses kodifikasi hukum Islam. Salah satu
contoh paling penting adalah Majallah al-Ahkam al-“Adliyyah di Kesultanan
Utsmaniyah, yang menjadikan kaidah-kaidah figh Hanafi sebagai dasar hukum perdata.
Pada era kontemporer, gawa ‘id fighiyyah semakin relevan dalam menjawab persoalan
baru seperti keuangan syariah, bioetika, teknologi, dan hukum internasional. Lembaga-
lembaga figh internasional serta ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli
menekankan penerapan kaidah secara kontekstual dengan tetap menjaga maqasid al-
syari‘ah. Di Indonesia, kajian qawa ‘id fighiyyah juga berkembang pesat melalui karya-
karya akademik dan kurikulum perguruan tinggi Islam.

C. Kedudukan Qawa‘id Fighiyyah dalam Perumusan Hukum

Qawa‘id fighiyyah menempati posisi strategis dalam perumusan hukum Islam.
Para ulama menempatkannya sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan
berbagai hukum cabang dalam satu sistem yang harmonis. Al-Qarafi menegaskan bahwa
tanpa penguasaan qawa‘id fighiyyah, seorang mujtahid akan kesulitan menyusun
hukum yang konsisten dan sejalan dengan maqasid al-syari‘ah. Selain mempermudah
proses ijtihad, qawa‘id fighiyyah juga menyediakan fleksibilitas hukum yang
memungkinkan Islam merespons perubahan sosial dan teknologi. Kaidah-kaidah seperti
al-masyaqqah tajlib al-taysir dan ad-darar yuzal menjadi dasar penting dalam
merumuskan hukum yang adil dan maslahat. Melalui qawa ‘id fighiyyah, hukum Islam
mampu menjaga keseimbangan antara teks normatif dan realitas empiris. Dengan
demikian, gawa'id fighiyyah tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga
sebagai instrumen praktis dalam menjaga keberlanjutan, konsistensi, dan relevansi
hukum Islam di setiap zaman.

D. Istilah-Istilah Penting dalam Kajian Qawa‘id Fighiyyah
1. Qawa‘id Fighiyyah dan Qawa‘id Ustliyyah: Konsep dan Perbedaan
a. Qawa‘id Fighiyyah
Qawa ‘'id fighiyyah (33l x| iVl adalah prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum
dan aplikatif, yang digunakan dalam figh untuk memberikan pedoman dalam
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menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan praktis, termasuk persoalan baru dan
kompleks yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kaidah
fighiyyah  berfungsi sebagai instrumen penyederhanaan hukum, dengan
mengelompokkan berbagai persoalan cabang (juz’iyyat) ke dalam satu prinsip umum
yang sama.

Ruang lingkup qawa ‘id fighiyyah meliputi:

kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum, seperti
kaidah al-dartarat tubih al-mahzarat (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang
dilarang); kerangka analisis untuk mengklasifikasikan hukum berdasarkan prinsip
tertentu; dan penerapan kaidah pada kasus-kasus konkret dalam kehidupan sosial dan
hukum.

Dalam praktiknya, qawa‘'id fighiyyah berfungsi sebagai pedoman bagi para
fugaha” dan mufti dalam memberikan fatwa serta keputusan hukum. Melalui kaidah-
kaidah ini, hukum Islam dapat diterapkan secara konsisten, sistematis, dan responsif
terhadap dinamika sosial, tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariah. Yusuf al-Qaradawi
dan al-Qarafi menegaskan bahwa penguasaan qawa‘id fighiyyah merupakan syarat
penting bagi seorang faqih agar tidak terjebak pada penerapan hukum yang parsial dan
kontradiktif.

b. Qawa'id Ustliyyah

Qawa‘id usaliyyah adalah prinsip-prinsip dasar dalam ilmu usal figh yang
berfungsi mengatur metodologi penetapan hukum Islam dari sumber-sumbernya, yaitu
Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qgiyas. Kaidah-kaidah ini tidak berorientasi langsung pada
penerapan hukum praktis, melainkan pada cara memahami teks syariat dan mekanisme
istinbat (penarikan kesimpulan hukum). Imam al-Juwaini dalam al-Burhan menjelaskan
bahwa qawa‘id ustliyyah merupakan prinsip metodologis yang mengatur logika ijtihad
para mujtahid dalam menafsirkan teks dan merumuskan hukum sesuai dengan konteks
zaman. Dengan demikian, qawa‘id usaliyyah berperan sebagai fondasi epistemologis
dalam pengembangan hukum Islam.

Salah satu contoh gawa‘id usaliyyah yang paling fundamental adalah kaidah al-
amr lil-wujub (w558 1Y), yang menyatakan bahwa perintah dalam syariat pada
dasarnya menunjukkan kewajiban, kecuali terdapat dalil lain yang mengalihkannya
kepada makna anjuran (mandiib) atau kebolehan (ibahah). Kaidah ini menjadi instrumen
utama dalam menentukan status hukum suatu perintah dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

c. Perbedaan Qawa‘id Fighiyyah dan Qawa‘id Ustliyyah

Perbedaan mendasar antara qawa‘id fighiyyah dan qawa‘id usaliyyah terletak
pada orientasi dan fungsinya. Qawa ‘id ustliyyah berfokus pada metodologi penggalian
hukum dari sumber-sumber syariat, sedangkan qawa‘id fighiyyah berfokus pada
penerapan hukum dalam berbagai persoalan konkret. Dengan kata lain, qawa‘id
usuliyyah bersifat teoritis-metodologis, sementara qawa‘id fighiyyah bersifat praktis-
aplikatif. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum
Islam.

2. Dabit Figh dan Nazariyyah Fighiyyah: Konsep dan Perbedaan
a. Dabit Figh
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Dabit figh adalah kriteria atau parameter teknis yang digunakan untuk membatasi
dan memperjelas penerapan hukum figh dalam kasus tertentu. Berbeda dengan kaidah
tighiyyah yang bersifat umum dan mencakup banyak persoalan, dabit figh bersifat lebih
spesifik dan operasional, berfungsi untuk menentukan syarat atau ciri suatu perkara agar
dapat dikenai hukum tertentu. Imam al-Shatibi dalam al-Muwafaqat menjelaskan bahwa
dabit figh berperan menjaga agar penerapan hukum tidak keluar dari maqasid al-
syari’ah. Melalui dabit, hukum diterapkan secara proporsional dan kontekstual.
Contohnya dalam hukum jual beli, dabit digunakan untuk menentukan jenis barang
yang halal dan sah diperjualbelikan berdasarkan sifat, manfaat, dan cara perolehannya.

b. Nazariyyah Fighiyyah

Nazariyyah fighiyyah adalah kerangka teori atau pandangan dasar dalam figh
yang bersifat filosofis dan konseptual. Ia berfungsi sebagai landasan pemikiran dalam
memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan mengembangkan kaidah-kaidah fighiyyah.
Berbeda dengan kaidah fighiyyah yang aplikatif, nazariyyah fighiyyah lebih
menekankan aspek teoritis dan tujuan hukum. Imam al-Ghazali dalam al-Mustasfa
menjelaskan bahwa nazariyyah fighiyyah berhubungan erat dengan pertimbangan
maslahat dan mafsadat dalam pengembangan hukum Islam. Salah satu contoh paling
menonjol adalah teori masalih mursalah, yang menjelaskan bagaimana hukum dapat
ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umat meskipun tidak disebutkan secara eksplisit
dalam nash.

c. Perbedaan Dabit Figh dan Nazariyyah Fighiyyah

Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari segi tujuan,
dabit figh bersifat teknis-operasional untuk kasus tertentu, sedangkan nazariyyah
fighiyyah bersifat filosofis dan konseptual. Dari segi pendekatan, dabit berfokus pada
penetapan kriteria hukum, sementara nazariyyah berfokus pada pengembangan teori
hukum. Dari segi aplikasi, dabit digunakan untuk menyelesaikan masalah konkret,
sedangkan nazariyyah digunakan untuk membangun kerangka hukum yang lebih luas
dan sistemik.

3. Sintesis Konseptual Istilah-Istilah Figh

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa keempat istilah —qawa‘id
fighiyyah, qawa‘id usaliyyah, dabit figh, dan nazariyyah fighiyyah —memiliki peran
yang saling melengkapi dalam pengembangan ilmu figh. Qawa‘'id wusaliyyah
menyediakan metodologi penarikan hukum, nazariyyah fighiyyah menyediakan
kerangka teoritis, qawa‘id fighiyyah menyediakan prinsip aplikatif, dan dabit figh
menyediakan parameter teknis penerapan hukum.

KESIMPULAN

Qawa‘id Fighiyyah merupakan kaidah-kaidah umum yang dirumuskan dari
berbagai ketentuan hukum fikih yang bersifat partikular dan berfungsi sebagai pedoman
dalam menetapkan hukum Islam. Keberadaan kaidah ini sangat urgen karena membantu
para mujtahid, hakim, akademisi, dan praktisi hukum Islam dalam memahami, menalar,
serta menerapkan hukum secara sistematis, efisien, dan konsisten, terutama dalam
menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam
nash. Ruang lingkup Qawa‘id Fighiyyah mencakup berbagai aspek hukum Islam, baik
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dalam ibadah, muamalah, jinayah, maupun bidang sosial kemasyarakatan lainnya,
dengan fokus utama pada prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan lintas kasus.
Dari sisi historis, pembentukan dan perkembangan Qawa‘id Fighiyyah berlangsung
secara gradual, dimulai dari praktik ijtihad para sahabat, kemudian mengalami
kodifikasi dan pematangan pada masa ulama mazhab hingga mencapai bentuk
sistematis dalam karya-karya klasik. Dalam konteks kontemporer, Qawa id Fighiyyah
memiliki relevansi yang semakin kuat sebagai instrumen metodologis untuk merespons
dinamika kehidupan modern, seperti isu teknologi, ekonomi, kesehatan, dan kebijakan
publik. Dengan berpegang pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan,
Qawa‘id Fighiyyah mampu menjembatani nilai-nilai normatif syariat dengan realitas
sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, pemahaman dan penguasaan Qawa ‘id
Fighiyyah menjadi kebutuhan mendasar dalam pengembangan hukum Islam yang
adaptif, moderat, dan berkeadilan.
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